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ABSTRAK  
 
INDAH WAHYUNI DIAN RATNASARI (B 111 13 301) “Kewajiban 
Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan oleh Advokat dalam 
kaitannya dengan Tindak Pidana Pencucian Uang” di bawah bimbingan 
Muhadar sebagai Pembimbing I, dan Haeranah sebagai Pembimbing II 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sebenarnya 
kewajiban advokat sebagai pihak pelapor dalam Tindak Pidana Pencucian 
Uang berdasarkan Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 2015 tentang 
Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana 
Pencucian Uang dan hubungan antara advokat sebagai pihak pelapor 
dengan kewajiban menjaga kerahasiaan klien. 
Penelitian ini dilakukan di Makassar, dimana menggunakan jenis 
penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan.  
Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa advokat memiliki 
kewajiban untuk menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa dan wajib 
menyampaikan laporan apabila ada transaksi keuangan mencurigakan 
kepada PPATK. Selain itu kerahasiaan klien yang terdapat dalam 
Undang-Undang No.18 Tahun 2003 tentang Advokat itu tidak bersifat 
mutlak, sejalan dengan dimasukkannya advokat sebagai pihak pelapor 
dalam Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 2015 yang merupakan 
peraturan pelaksana dari Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang 
yang wajib melaporkan apabila ada Transaksi Keuangan Mencurigakan. 
Maka secara hierarki walaupun peraturan pemerintah berada dibawah 
Undang-Undang namun Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 2015 
merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang No.8 Tahun 2010 
tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang 
yang dengan adanya kewajiban pelaporan tersebut tetap tidak 
bertentangan dengan kerahasiaan klien sebagaimana yang dimaksudkan 
dalam Undang-Undang Advokat.  
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ABSTRACT 
 
INDAH WAHYUNI DIAN RATNASARI (B 111 13 301) “Suspicious 
money transaction obligation report by lawyer regarding money 
laundering” under guidance of Muhadar as an advisor one and Haeranah 
as an advisor two. 
The intention of this research is to know how the real obligation of a 
lawyer as a reporter in money laundering based on the government rule 
No.43 year 2015 about the reporter in prevention and to eradicate of 
money laundering and relation between lawyer as a reporter by the 
obligation of client’s secrecy. 
This research held in Makassar, which is using a normative research 
by the laws approach. 
The result of this research shows that the lawyer has the obligation to 
apply the principle of recognizing the service user and must report if there 
is a suspicious money transaction to PPATK. Furthermore, a client’s 
secrecy contained in legislation No.18 year 2003 about a lawyer that not 
absolute, in line with the inclusion of lawyers as the reporter in government 
regulation No.43 year 2015 which is the implementing regulations of the 
Act on Money Laundering is obliged to report if there is suspicious 
transaction, then the hierarchy despite government regulations are under 
the law, but government regulations No.43 year 2015 as an 
implementation of the regulation of law No.8 year 2010 about the 
prevention and eradication of money laundering that with their reporting 
obligations are still not in conflict with client confidentiality as contemplated 
in the Act Advocate. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah  
Negara Republik Indonesia sebagai negara berkembang yang 
sedang melaksanakan pembangunan dalam segala bidang kehidupan, 
salah satunya adalah di bidang perekonomian. Dewasa ini perkembangan 
perekonomian di Indonesia semakin meningkat seiring dengan adanya 
kemajuan teknologi informasi dan globalisasi keuangan. Sehingga 
mengakibatkan makin mendunianya perdagangan barang dan jasa arus 
financial yang mengikutinya.  
Pada hakekatnya kemajuan teknologi ini akan membawa pengaruh 
positif dalam perkembangan bisnis. Namun disisi lain perkembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi serta globalisasi menimbulkan dampak lain, 
yaitu berupa kejahatan bentuk lain dengan dimensi yang baru, modus 
operandi yang baru bahkan bersifat lintas negara dan tak lagi mengenal 
yurisdiksi sebuah negara (transnasional crime).  
Sehingga banyak bentuk kejahatan yang terjadi dan dilakukan oleh 
orang perseorangan maupun oleh korporasi, diantaranya adalah korupsi, 
kejahatan perbankan, perpajakan, narkotika, penyelundupan 
barang/tenaga kerja, hingga perdagangan orang dan lain sebagainya. 
Harta kekayaan yang berlimpah ruah hasil dari kejahatan tersebut 
kemudian para pelaku berupaya meyembunyikan asal usul harta tersebut 
kedalam sistem keuangan (financial system) terutama kedalam sistem 
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perbankan (banking system). Dan hal seperti ini dinamakan sebagai 
tindak pidana pencucian uang atau lebih sering disebut money laundering.  
Paling tidak ada tiga motivasi mengapa pelaku kejahatan melakukan 
pencucian uang hasil kejahatan yang dilakukannya, yaitu kekhawatiran 
para pelaku akan berhadapan dengan petugas pajak, penuntutan oleh 
aparat penegak hukum, dan kekhawatiran hasil kejahatan tersebut disita.  
“The motivation for all of this activity arises from a situation where a 
person attempts to spend illegally-acquired money without first hiding 
its origin. When this occurs, one of there possibilite is likely to result: 
(1) the individually may held liable for taxes on the fund and/or for 
non-payment of taxes; (2) the money may be linked to the crime, 
making owners a target for persecution; (3) the money may be 
subjects forfeiture if the government find that’s it was illegally 
acquired”.1   
(Motivasi dari semua aktivitas itu muncul dari sebuah situasi dimana 
seseorang mengeksekusi untuk menghabiskan uang yang didapat 
secara illegal tanpa terlebih dahulu merahasiakaan keasliannya. 
Ketika itu terjadi salah satu kemungkinannya akan menghasilkan: 1. 
Pajak; 2. Uang mungkin dihubungkan dengan membuat pemilik jadi 
target tuduhan; 3. Uang jadi masalah jika ditemukan telah didapatkan 
secara illegal) 
Pengungkapan tindak pidana dan pelaku tindak pidana pencucian 
uang sebaiknya lebih difokuskan pada penelusuran aliran dana/uang 
haram (follow the many trial) atau transaksi keuangan. Pendekatan ini 
tidak terlepas dari suatu pendapat bahwa hasil kejahatan (proceeds of 
crime) merupakan “life blood of the crime” artinya merupakan darah yang 
menghidupi tindak kejahatan sekaligus titik terlemah dari rantai kejahatan 
yang paling mudah dideteksi. Dan pendekatan follow the money ini akan 
                                                          
1 Emilly G Lawrence, Lest Seller Beware : Money Laundering, Merchants and 18USC, 
1956,1957, vol 37, Colledge 1, Rev. (1992), hal.841. 
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berjalan efektif jika didukung adanya pelaporan transaksi keuangan 
mencurigakan yang diberikan oleh pihak pelapor ke lembaga yang 
berwenang, dalam hal ini Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi 
Keuangan (PPATK).  
Sehingga untuk memberantas tindak pidana pencucian uang, maka 
pada tahun 2002 Indonesia telah menkriminalisasi pencucian uang yaitu 
dengan diundangkannya Undang-Undang No.15 Tahun 2002 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.25 Tahun 2003 
tentang tindak pidana pencucian uang (UU TPPU), namun undang-
undang tersebut belum maksimal dalam penerapannya, sehingga 
diundangkannya peraturan baru yaitu Undang-Undang No.8 Tahun 2010 
tentang pemberantasan dan pencegahan tindak pidana pencucian uang 
(UU PPTPPU).  
Untuk melakukan pemberantasan pada tindak pidana pencucian 
uang, selain telah dibentuk undang-undang yang mengatur hal tersebut. 
Maka dibutuhkan para aparat penegak hukum seperti hakim, jaksa, polisi, 
dan advokat yang senantiasa menjalankan tugasnya dengan baik agar 
lebih meminimalisir tindak pidana pencucian uang yang terjadi di 
Indonesia. 
 Seyogyanya, berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No.18 
Tahun 2003 tentang Advokat. Advokat merupakan penegak hukum yang 
bertugas memberikan bantuan hukum atau jasa hukum kepada 
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masyarakat atau klien yang menghadapi masalah hukum yang 
keberadaannya sangat dibutuhkan oleh masyarakat. 
Namun para pelaku dalam tindak pidana pencucian uang biasanya 
memanfaatkan profesi hukum advokat sebagai gatekeeper untuk 
mengaburkan asal-usul dana dari kejahatan yang dihasilkan dan 
cenderung untuk menutupi aset-aset yang dimiliki agar tidak terlacak. 
Karena mereka memahami bahwa profesi advokat memiliki kerahasian.   
Selain itu, profesi advokat bisa saja terlibat aktif menyembunyikan 
terjadinya tindak pidana pencucian uang, atau menyembunyikan hasil 
tindak pidana pencucian uang, dari jangkauan aparat penegak hukum. 
Padahal profesi advokat adalah profesi penegak hukum yang bersifat 
officium nobile. Jadi advokat tidak seharusnya berlindung di balik 
kerahasian klien untuk menutupi kejahatan.  
Disisi lain, Advokat sebagai penegak hukum sudah sepatutnya 
menjalankan dengan baik kewajibannya dengan memberi pendampingan 
hukum, membela, dan memastikan bahwa seorang klien mendapatkan 
hak-haknya dalam menjalankan proses hukum, serta merahasiakan 
segala seuatu yang diketahui atau diperoleh dari kliennya, termasuk 
perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadap penyitaan atau 
pemeriksaan. 
Sehingga untuk menghindari terjadinya hal tersebut, maka sesuai 
dengan Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor 
dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang 
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maka menurut Pasal 3 dalam Peraturan Pemerintah tersebut, advokat 
dimasukan ke dalam salah satu profesi yang bertindak sebagai pihak 
pelapor. 
Namun akan menimbulkan pertanyaan dari hal tersebut, karena telah 
menjadi standar internasional bahwa advokat tidak boleh diintervensi 
dengan ancaman pidana maupun perdata. Selain itu dalam prinsip lawyer-
client privilege, advokat tidak boleh menyampaikan hal-hal yang dianggap 
rahasia (confidential) kecuali atas ijin atau perintah kliennya. Apalagi 
penunjukan advokat oleh klien disebabkan karena adanya kepercayaan 
(trust) klien kepada advokat yang dijamin undang-undang. Aturan 
International Bar Association (IBA) bahkan menyebutkan bahwa seorang 
advokat tidak boleh membuka rahasia klien kecuali ditentukan lain oleh 
pengadilan. Sehingga kewajiban pelaporan transaksi keuangan 
mencurigakan bisa saja di anggap sebagai intervensi, kalau itu dianggap 
sebagai pelaporan yang membuka rahasia jabatan. 
Jadi, bagaimanakah seharusnya advokat bertindak dalam hal ini. 
Apakah harus melaporkan apabila ada transaksi keuangan mencurigakan 
dan membuka rahasia kliennya? Ataukah tetap pada kode etiknya 
menjalankan tugas advokat untuk tetap merahasiakan segala sesuatu 
yang berkaitan dengan kliennya.  
Sehingga dari hal tersebut di atas, maka penulis akan membahas 
mengenai bagaimana kewajiban pelaporan transaksi keuangan 
mencurigakan oleh advokat dan bagaimana hubungan antara peran 
6 
 
advokat sebagai pihak pelapor dengan kewajiban menjaga kerahasiaan 
klien yang harus dilaksanakan oleh advokat dalam karya tulis ini. Dan 
lengkapnya karya tulis ini berjudul :  
Kewajiban Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan oleh 
Advokat dalam Kaitannya dengan Tindak Pidana Pencucian Uang.  
 
B. Rumusan Masalah  
Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka untuk memfokuskan 
penelitian ini, maka rumusan masalah yang akan dibahas oleh 
penulis adalah :  
1. Bagaimanakah kewajiban advokat sebagai pihak pelapor dalam 
Tindak Pidana Pencucian Uang berdasarkan Peraturan 
Pemerintah No.43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor Dalam 
Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian 
Uang?  
2. Bagaimanakah hubungan antara advokat sebagai pihak pelapor 
dalam Tindak Pidana Pencucian Uang dengan kewajiban advokat 
dalam menjaga kerahasiaan klien berdasarkan Undang – Undang 
No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat?   
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C. Tujuan Penelitian  
Tujuan Penelitian ini adalah : 
1. Untuk mengetahui bagaimana kewajiban advokat sebagai pihak 
pelapor dalam Tindak Pidana Pencucian Uang berdasarkan 
Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor 
Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana 
Pencucian Uang. 
2. Untuk mengetahui bagaimana hubungan antara advokat sebagai 
pihak pelapor dalam Tindak Pidana Pencucian Uang dengan 
kewajiban advokat dalam menjaga kerahasiaan klien berdasarkan 
Undang – Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat 
 
D. Kegunaan Peneltian  
Kegunaan penelitian ini adalah : 
1. Dari segi teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memacu 
perkembangan dan kemajuan ilmu hukum pidana nasional, 
khususnya dibidang pemberantasan tindak pidana pencucian 
uang, kearah yang lebih baik dengan mendapat sumbangan 
pikiran yang baru sehingga dapat membantu dalam sisi praktis.  
2. Dari segi praktis, dapat dijadikan masukan bagi advokat sebagai 
salah satu aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya 
untuk mengambil keputusan pada saat sedang menangani kasus 
tindak pidana pencucian uang. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA  
A. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) 
1. Pengertian PPATK 
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) adalah 
lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan 
memberantas tindak pidana pencucian uang. Lembaga ini memiliki 
kewenangan untuk melaksanakan kebijakan pencegahan dan 
pemberantasan pencucian uang sekaligus membangun rezim anti 
pencucian uang dan kontra pendanaan terorisme di Indonesia. Hal ini 
tentunya akan sangat membantu dalam upaya menjaga stabilitas sistem 
keuangan dan menurunkan terjadinya tindak pidana asal (Predicats 
Crime). PPATK, yang bertanggung jawab kepada Presiden RI, dalam 
melaksanakan tugas dan kewenangannya bersifat independen dan bebas 
dari campur tangan dan pengaruh kekuasaan manapun.2 
2. Sejarah terbentuknya PPATK 
Pembentukan PPATK di awali dengan didirikan The Asia/Pacific 
Group on Money Laundering (APG) pada tahun 1997 yang merupakan 
organisasi internasional otonom dan kolaboratif di Bangkok, Thailand. 
Beberapa organisasi internasional kunci yang berpartisipasi dan 
mendukung, upaya APG di wilayah ini termasuk Financial Action Task 
                                                          
2 http://landasanteori.com/2015/10/pengertian-ppatk-tugas-wewenang.html?m=1,  
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Force, Internasional Moneter Fund, Bank Dunia, OECD, United Nations 
Office on Drugs and Crime, Asian Development Bank and the Egmont 
Group of Financial Intelligence Units. Anggota APG berkomitmen untuk 
pelaksanaan yang efektif dan penegakan standar-standar yang diterima 
secara internasional terhadap pencucian uang dan pendanaan terorisme. 
Indonesia telah meratifikasi The UN Convention Against Illicit Traffic in 
Narcotics, Drugs and Psychotropic Substance of 1988 yang kemudian 
melalui Undang-Undang No.7 Tahun 1997 tentang Narkotika. Dengan 
penandatanganan konvensi tersebut maka setiap negara 
penandatanganan diharuskan untuk menetapkan kegiatan pencucian 
uang sebagai suatu tindak kejahatan dan mengambil langkah-langkah 
agar pihak yang berwajib dapat mengidentifikasikan, melacak dan 
membekukan atau menyita hasil perdagangan obat bius.3  
Sejak bulan juni 2001 Indonesia bersama sejumlah negara lain dinilai 
kurang kooperatif dan dimasukkan ke dalam daftar Non Cooperative 
Countries and Territories oleh Financial Action Task Force on Money 
Laundering (FATF), Predikat sebagai NCCTs diberikan kepada suatu 
negara atau teritori yang dianggap tidak mau bekerja sama dalam upaya 
global memerangi kejahatan money laundering. FATF pada bulan oktober 
2001 mengeluarkan 8 Special Recommendations untuk memerangi 
                                                          
3 http://www.ppatk.go.id/. Sejarah pembentukan PPATK. 
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pendanaan terorisme atau yang dikenal dengan counter terrorist 
financing.4 
Sehingga pada tahun 2002 pemerintah resmi mengesahkan Undang-
Undang No.15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, yang 
secara tegas mengamanatkan pendirian Pusat Pelaporan dan Analisis 
Transaksi Keuangan (PPATK). Lalu pada tanggal 13 Oktober 2003 
Undang-Undang No.15 Tahun 2002 mengalami perubahan menjadi 
Undang-Undang  No.25 Tahun 2003 dan mulai saat itu PPATK telah 
beroperasi secara penuh dan berkantor di Gedung Bank Indonesia.5 
Dengan upaya yang telah dilakukan akhirnya pada bulan Februari 
2005 Indonesia telah keluar dari daftar hitam Non Cooperative Countries 
and Territories oleh Financial Action Task of Money Laundering (FATF). 
Dan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana 
pencucian uang serta menguatkan keberadaan PPATK maka disahkan 
Undang-Undang No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan 
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang diharapkan dapat 
menjawab kebutuhan mendesak terhadap upaya penegakan hukum, serta 
dapat memberikan landasan hukum yang kuat, menjamin kepastian 
hukum, dan efektifitas penegakan hukum serta penelusuran dan 
pengembalian harta kekayaan hasil tindak pidana.6 
 
 
                                                          
4 Ibid. 
5 Ibid. 
6 Ibid. 
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3. Tugas, Fungsi  dan Wewenang PPATK 
Dalam Pasal 39 Undang-Undang No.8 Tahun 2010 tentang 
Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, 
menetapkan tugas PPATK yaitu untuk mencegah dan memberantas 
tindak pidana pencucian uang. 
Selain itu PPATK yang berfungsi sebagai financial intelligence unit 
(FUI) di Indonesia juga memiliki tugas dan wewenang khusus serta 
sumber daya manusia yang dimiliki. Pasal 26 Undang-Undang No.8 
Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana 
Pencucian Uang menetapkan bahwa tugas pokok PPATK yaitu : 
Pasal 40 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, 
PPATK mempunyai fungsi sebagai berikut: 
a.  pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang; 
b.  pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK; 
c.  pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor; dan 
d. analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi Transaksi 
Keuangan yang berindikasi tindak pidana Pencucian Uang 
dan/atau tindak pidana lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
ayat (1). 
 
Pasal 41 
(1) Dalam melaksanakan fungsi pencegahan dan pemberantasan 
tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 40 huruf a, PPATK berwenang: 
a. meminta dan mendapatkan data dan informasi dari instansi 
pemerintah dan/atau lembaga swasta yang memiliki 
kewenangan mengelola data dan informasi, termasuk dari 
instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta yang menerima 
laporan dari profesi tertentu; 
b. menetapkan pedoman identifikasi Transaksi Keuangan 
Mencurigakan; 
c.  mengoordinasikan upaya pencegahan tindak pidana 
Pencucian Uang dengan instansi terkait; 
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d. memberikan rekomendasi kepada pemerintah mengenai 
upaya pencegahan tindak pidana Pencucian Uang; 
e. mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi dan 
forum internasional yang berkaitan dengan pencegahan dan 
pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang; 
f. menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan anti 
pencucian uang; dan 
g. menyelenggarakan sosialisasi pencegahan dan 
pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang. 
(2) Penyampaian data dan informasi oleh instansi pemerintah 
dan/atau lembaga swasta kepada PPATK sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan dari ketentuan 
kerahasiaan. 
(3)  Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian data dan 
informasi oleh instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dengan 
Peraturan Pemerintah. 
 
Pasal 42 
Dalam melaksanakan fungsi pengelolaan data dan informasi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b, PPATK berwenang 
menyelenggarakan sistem informasi. 
 
Pasal 43 
Dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan terhadap 
kepatuhan Pihak Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 
huruf c, PPATK berwenang: 
a. menetapkan ketentuan dan pedoman tata cara pelaporan bagi 
Pihak Pelapor; 
b.  menetapkan kategori Pengguna Jasa yang berpotensi melakukan 
tindak pidana Pencucian Uang; 
c.  melakukan audit kepatuhan atau audit khusus; 
d. menyampaikan informasi dari hasil audit kepada lembaga yang 
berwenang melakukan pengawasan terhadap Pihak Pelapor; 
e. memberikan peringatan kepada Pihak Pelapor yang melanggar 
kewajiban pelaporan; 
f.  merekomendasikan kepada lembaga yang berwenang mencabut 
izin usaha Pihak Pelapor; dan 
g.  menetapkan ketentuan pelaksanaan prinsip mengenali Pengguna 
Jasa bagi Pihak Pelapor yang tidak memiliki Lembaga Pengawas 
dan Pengatur. 
 
Pasal 44 
(1)  Dalam rangka melaksanakan fungsi analisis atau pemeriksaan 
laporan dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 
huruf d, PPATK dapat: 
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a. meminta dan menerima laporan dan informasi dari Pihak 
Pelapor; 
b.  meminta informasi kepada instansi atau pihak terkait; 
c. meminta informasi kepada Pihak Pelapor berdasarkan 
pengembangan hasil analisis PPATK; 
d. meminta informasi kepada Pihak Pelapor berdasarkan 
permintaan dari instansi penegak hukum atau mitra kerja di 
luar negeri; 
e. meneruskan informasi dan/atau hasil analisis kepada instansi 
peminta, baik di dalam maupun di luar negeri; 
f. menerima laporan dan/atau informasi dari masyarakat 
mengenai adanya dugaan tindak pidana Pencucian Uang; 
g. meminta keterangan kepada Pihak Pelapor dan pihak lain 
yang terkait dengan dugaan tindak pidana Pencucian Uang; 
h. merekomendasikan kepada instansi penegak hukum 
mengenai pentingnya melakukan intersepsi atau penyadapan 
atas informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 
i. meminta penyedia jasa keuangan untuk menghentikan 
sementara seluruh atau sebagian Transaksi yang diketahui 
atau dicurigai merupakan hasil tindak pidana; 
j.  meminta informasi perkembangan penyelidikan dan 
penyidikan yang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal 
dan tindak pidana Pencucian Uang; 
k. mengadakan kegiatan administratif lain dalam lingkup tugas 
dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan Undang-
Undang ini; dan 
l.  meneruskan hasil analisis atau pemeriksaan kepada penyidik. 
 (2) Penyedia jasa keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf i harus segera menindaklanjuti setelah menerima 
permintaan dari PPATK. 
 
Pasal 45 
Dalam melaksanakan kewenangannya sebagaimana dimaksud 
dalam Undang-Undang ini, terhadap PPATK tidak berlaku ketentuan 
peraturan perundang-undangan dan kode etik yang mengatur 
kerahasiaan. 
 
Pasal 46 
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kewenangan 
PPATK diatur dengan Peraturan Presiden. 
 
 
 
 
 
14 
 
4. Peranan PPATK 
Peran PPATK menurut Undang-Undang No.8 Tahun 2010 tentang 
Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang 
terdapat dalam Pasal 37 dan Pasal 38 yaitu : 
Pasal 37 
(1)  PPATK dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya bersifat 
independen dan bebas dari campur tangan dan pengaruh 
kekuasaan mana pun. 
(2)  PPATK bertanggung jawab kepada Presiden. 
(3)  Setiap Orang dilarang melakukan segala bentuk campur tangan 
terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan PPATK. 
(4) PPATK wajib menolak dan/atau mengabaikan segala bentuk 
campur tangan dari pihak mana pun dalam rangka pelaksanaan 
tugas dan kewenangannya. 
 
PPATK yang merupakan lembaga independen yang 
bertanggungjawab kepada Presiden merupakan Financial Intelligent Unit 
dengan model administratif. Suatu financial intelligent unit biasanya 
melakukan beberapa tugas dan wewenang, yaitu tugas pengaturan 
sebagai regulator, melakukan kerjasama dalam rangka penegakan 
hukum, bekerjasama dengan sektor keuangan, menganalisa laporan yang 
masuk, melakukan pengamanan terhadap seluruh data dan asset yang 
ada, melakukan kerjasama internasional dan fungsi administrasi umum. 
PPATK sebagai suatu finanncial intelligent unit juga melaksanakan fungsi 
yang demikian.7 
Pasal 38 
(1) PPATK berkedudukan di Ibukota Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. 
                                                          
7 Ibid. 
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(2)  Dalam hal diperlukan, perwakilan PPATK dapat dibuka di 
daerah.  
 
Undang-Undang No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan 
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang memberikan perluasan 
terhadap fungsi dan kewenangan PPATK. Perluasan kewenangan PPATK 
tersebut, antara lain adalah dengan ditambahnya kewenangan PPATK 
untuk melakukan penghentian sementara transaksi keuangan yang 
mencurigakan selama 5 hari dan dapat diperpanjang selama 5 hari dan 
dapat diperpanjang selama 15 hari sebagaimana yang diuraikan pada 
Pasal 65 dan Pasal 66 Undang-Undang No.8 Tahun 2010, disamping 
melakukan pemeriksaan terhadap laporan dan informasi transaksi 
keuangan yang terindikasi tindak pidana pencucian uang. 
Perluasan dan peran dan kewenangan PPATK dalam Undang-
Undang No.8 Tahun 2010 dibanding dengan Undang-Undang yang lama 
adalah merupakan langkah yang diambil untuk mencegah terjadinya 
tindak pidana pencucian uang yang dapat mengancam stabilitas 
perekonomian dan integritas sistem keuangan. 
Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang 
memerlukan landasan hukum yang kuat untuk menjamin kepastian 
hukum, efektifitas penegakan hukum, serta penelusuran dan pengambilan 
harta kekayaan hasil tindak pidana. 
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) 
mempunyai peranan yang sangat penting dalam menangani tindak pidana 
pencucian uang di Indonesia. Rezim anti pencucian uang (money 
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laundering) di Indonesia dibangun dengan melibatkan berbagai 
komponen, yaitu:8 
1. Sektor keuangan (financial sector) yang terdiri dari pihak pelapor  
(seporting parties-penyedia jasa keuangan) dan pengawasan dan 
pengaturan industri keuangan. 
2. PPATK sebagai intermediator (penghubung) antara financial 
sector dan law enforcement/judicial sector. Dalam kedudukan ini, 
PPATK berada ditengah-tengah antara sektor keuangan dan 
sektor penegak hukum untuk melakukan seleksi melalui kegiatan 
analisa terhadap laporan (informasi) yang diterima, yang hasil 
analisisnya untuk diteruskan kepada penegak hukum. Dalam 
kegiatan analisa tersebut, PPATK menggali informasi keuangan 
dari berbagai sumber baik dari instansi dalam negeri maupun luar 
negeri. 
3. Sektor penegakan hukum (law enforcement/judicial sector) yaitu 
Kepolisian, Kejaksaan dan Peradilan. Hasil analisis yang diterima 
PPATK, inilah yang menjadi dasar penegak hukum untuk diproses 
sesuai hukum acara yang berlaku. 
 
Melihat konsep rezim anti pencucian uang (money laundering) 
tersebut dapat diketahui bahwa terdapat dua pendekatan yaitu 
pendekatan anti pencucian uang (money laundering) itu sendiri dan 
pendekatan penegakan hukum. PPATK sebagai lembaga yang memiliki 
peran yang sangat besar karena berada pada posisi sentral dalam upaya 
menanggulangi tindak pidana pencucian uang (money laundering).  
 
B. Tindak Pidana Pencucian Uang 
1. Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang  
Secara etimologis, pencucian uang berasal dari bahasa Inggris yaitu 
money “uang” dan laundering “pencucian”, jadi, secara harfiah money 
laundering merupakan pencucian uang atau pemutihan uang hasil 
                                                          
8 http://sudiharsa.wordpress.com/2013/11/20/penanganan-tindak-pidana-pencucian-
uang-di-indonesia-2/.  
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kejahatan, yang sebenarnya tidak ada definisi yang universal dan 
komprehensif mengenai money laundering, karena baik negara-negara 
maju dan negara-negara dunia ketiga masing-masing mempunyai definisi 
sendiri-sendiri berdasarkan prioritas dan perspektif yang berbeda, namun 
para ahli hukum di Indonesia telah sepakat mengartikan money laundering 
dengan pencucian uang.9 
United Nations Economic and Social Council, Strengthening Existing 
International Cooperation in Crime Prevention and Criminal Justice. 
Including Technical Cooperations in Developing Countries, with Special 
Emphasis on Combating Organized Crime, Commission on Crime 
Prevention and Criminal Justice, First session, Vienna,21-30 April 1992 
sebagaimana di kutip oleh  Arief Amrullah,  dalam bukunya Money 
Laundering (Tindak Pidana Pencucian Uang), menyatakan istilah money 
laundering kali pertama digunakan dalam konteks hukum dalam sebuah 
kasus di Amerika Serikat pada tahun 1982. Kasus tersebut menyangkut 
denda terhadap pencucian uang hasil penjualan kokain Colombia. Dalam 
perkembangannya, proses yang dilakukan lebih kompleks lagi dan sering 
menggunakan cara mutakhir sedemikian rupa sehingga seolah-olah uang 
yang diperoleh benar-benar alami.10  
                                                          
9 Adrian Sutedi, Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, 
Dan Kepailitan, (Jakarta: Sinar Grafika,2010), hal.24. 
10 M. Arief Amrullah, Money Laundering Tindak Pidana Pencucian Uang, (Jember: 
Bayumedia Publishing,2004), hal.9. 
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Pencucian uang secara umum dapat diartikan sebagai suatu proses 
dengan mana seseorang menyembunyikan penghasilannya yang berasal 
dari sumber illegal dan kemudian menyamarkan penghasilan tersebut 
agar tampak legal (money laudering is the process by which one conceals 
the existence of it illegals sources, or it illegal application of the income 
and than disguises that income, to make it appear legimate). Dengan 
perkataan lain perumusan tersebut berarti suatu proses yang merubah 
uang haram (dirty money) atau uang yang diperoleh dari aktivitas illegal 
menjadi uang halal (legitimate money).11  
Tindak pidana pencucian uang (money laundering) secara popular 
dapat dijelaskan sebagai aktivitas memindahkan, menggunakan atau 
melakukan perbuatan lainnya atas hasil dari tindak pidana yang kerap 
dilakukan oleh kejahatan terorganisir (organized crime) maupun individu 
yang melakukan tindakan korupsi, perdagangan narkotika dan tindak 
pidana lainnya.12 Hal ini bertujuan menyembunyikan atau mengaburkan 
asal-usul uang yang berasal dari hasil tindak pidana tersebut sehingga 
dapat digunakan seolah-olah sebagai uang yang sah tanpa terdeteksi 
bahwa uang tersebut berasal dari kegiatan illegal.13 
                                                          
11 Mardjono Reksodiputro, Analisa dan Evaluasi Hukum Tertulis Tentang Tindak Pidana 
Ekonomi (money laundering), Jakarta: Badan Pembina Hukum Nasional Departemen 
Kehakiman, 1991/1992, hal.1. 
12 Yunus Husein, “PPATK: Tugas, Wewenang, dan Peranannya Dalam Memberantas 
Tindak Pidana Pencucian Uang”, Jurnal Hukum Bisnis, (Volume 22 Nomor 3, 2003), 
hal.26. 
13 Ibid. 
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Menurut Sutan Remy Sjahdeini, mendefinisikan pencucian uang atau 
money laundering sebagai rangkaian kegiatan yang merupakan proses 
yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang haram 
yaitu uang yang berasal dari kejahatan dengan maksud untuk 
menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang tersebut dari 
pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan penindakan 
terhadap tindak pidana dengan cara terutama memasukan uang tersebut 
ke dalam sistem keuangan (financial system) sehingga uang tersebut 
kemudian dapat dikeluarkan dari sistem keuangan itu sebagai uang yang 
halal14. 
Dan Harkristuti Harkrisnowo, sebagai salah satu ahli hukum pidana, 
memandang pencucian uang sebagai suatu kejahatan yang berupaya 
menyembunyikan asal-usul uang sehingga dapat digunakan sebagai uang 
yang diperoleh secara legal.15 Tindak pidana pencucian uang merupakan 
suatu kejahatan kerah putih (white collar crime) di bidang perbankan, 
bahwa kejahatan ini dilakukan oleh orang-orang yang memiliki pendidikan 
dan tingkat sosial serta perekonomian yang tinggi. Dalam ketentuan 
mengenai pencucian uang antara hasil tindak pidana (proceed of crime) 
                                                          
14 Sutan Remy Sjahdeini, Seluk-Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan 
Terorisme, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2007), hal.5. 
15 Anang, “Money Laundering (Politik Cuci Uang)”, 
 http:meynyen.wordpress.com/2010/03/26/money-laundering-politik-cuci-uang/ 
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dengan tindak pidana asal (predicate crimes) dijadikan satu ketentuan 
karena memang terkait sangat erat.16  
Dalam Undang-Undang TPPU, disebutkan bahwa pencucian uang 
adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana 
sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang tersebut. Dalam 
pengertian ini, unsur-unsur yang dimaksud adalah unsur pelaku, unsur 
perbuatan melawan hukum serta unsur merupakan hasil tindak pidana.17  
Sedangkan pengertian tindak pidana pencucian uang dapat dilihat 
dalam ketentuan Pasal (3), (4), dan (5) Undang-Undang TPPU. Intinya 
adalah bahwa tindak pidana pencucian uang merupakan suatu bentuk 
kejahatan yang dilakukan baik oleh seseorang dan/atau korporasi dengan 
sengaja menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, 
membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, 
mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga 
atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut 
diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan 
menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan itu, 
termasuk juga yang menerima dan menguasainya.18 
 
                                                          
16 Ni Komang Wiska Ati Sukariyani, “ Tinjauan Umum Mengenai Pencucian Uang”, 
http://www.scribd.com/doc/75635799/Tinjauan-Umum-Mengenai-Pencucian-Uang. 
17 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan 
Tindak Pidana Pencucian Uang, Pasal 1 angka (1) 
18 Supriadi, “Tindak Pidana Pencucian Uang” 
http://www.negarahukum.com/hukum/1562.html. 
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2. Indikator Transaksi Keuangan Mencurigakan  
Dalam undang-undang tindak pidana pencucian uang, yang 
dimaksud dengan Transaksi Keuangan Mencurigakan adalah:  
a. Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, 
atau kebiasaan pola Transaksi dari Pengguna Jasa yang 
bersangkutan. 
b. Transaksi Keuangan oleh Pengguna Jasa yang patut diduga 
dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan Transaksi 
yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Pihak Pelapor 
sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.  
c. Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan 
menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil 
tindak pidana; atau   
d. Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan 
oleh Pihak Pelapor karena melibatkan Harta Kekayaan yang 
diduga berasal dari hasil tindak pidana.19  
 
Menurut Yunus Husein, masih ada beberapa hal yang dapat 
termasuk sebagai Transaksi Keuangan Mencurigakan, yaitu :  
1. Jika nasabah/pengguna jasa menolak untuk memenuhi prinsip 
mengenal pengguna jasa (Pasal 22 ayat 1 (a) UU TPPU) 
2. Penyedia jasa keuangan meragukan informasi yang diberikan oleh 
nasabah (Pasal 22 ayat 1 huruf b) 
3. Transaksi terkait pendanaan Terorisme sesuai UU No.9/2013 
tentang pendanaan terorisme20 
 
Kemudian, berdasarkan Pasal 3 Peraturan Kepala Pusat Pelaporan 
dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: PER-11/1.02/PPATK/06/2013 
tentang Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Penyedia 
Jasa Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala 
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: PER-
                                                          
19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan 
Tindak Pidana Pencucian Uang, Pasal 1 angka (5) 
20 Yunus Husein, “Pembuktian Terbalik dalam perkara TPPU dan Tipikor”, Materi 
Seminar, Staf ahli kepala UKP4 dan Ketua PUKAU, Mahkamah Agung, Jakarta, 18 Juli 
2013 
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04/1.02/PPATK/03/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Pusat 
Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: PER-
11/1.02/PPATK/06/2013 tentang Identifikasi Transaksi Keuangan 
Mencurigakan Bagi Penyedia Jasa Keuangan, identifikasi TKM meliputi:  
a. Pemantauan Transaksi Pengguna Jasa; 
b. Analisis Transaksi; dan 
c. Penetapan Transaksi sebagai TKM.21 
Pelaksanaan pemantauan transaksi pengguna jasa diawali dengan 
pemantauan terhadap transaksi yang tidak wajar berdasarkan parameter 
yang disusun oleh penyedia jasa keuangan. Parameter tersebut 
didasarkan dari hasil kajian secara mendalam dan mendapat persetujuan 
dari pejabat yang berwenang.22  
Parameter yang disusun paling kurang ditentukan berdasarkan 
transaksi pengguna jasa yang antara lain meliputi rata-rata transaksi, 
frekuensi transaksi, tujuan transaksi, nominal transaksi, jangka waktu 
transaksi, instrument transaksi, portofolio pengguna jasa dan produk 
penyedia jasa keuangan.23  
3. Pelaporan Mengenai Transaksi Keuangan Mencurigakan   
Undang-undang No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan 
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PPTPPU) sebagai 
dasar hukum atau aturan anti TPPU di negara Indonesia telah mengatur 
                                                          
21 Surat Edaran Nomor: SE-03/1.02/PPATK/05/15 Tentang Indikator Transaksi Keuangan 
Mencurigakan bagi Penyedia Jasa Keuangan. 
22 Ibid, hal.4. 
23 Ibid. 
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berbagai hal terkait upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU, salah 
satunya adalah adanya pihak pelapor dalam Tindak Pidana Pencucian 
Uang yang berkewajiban untuk menyampaikan laporan kepada Pusat 
Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk mencegah 
terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang. 
Pihak Pelapor adalah setiap orang atau profesi atau seorang 
professional yang dalam melakukan pekerjaannya menggunakan keahlian 
yang tidak dimiliki banyak orang.24 Pihak Pelapor dalam Pasal 17 Undang-
Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang 
ialah, 
(1)  Pihak Pelapor meliputi: 
a. Penyedia jasa keuangan: 
1.   bank; 
2.   perusahaan pembiayaan; 
3.   perusahaan asuransi dan perusahaan pialang asuransi; 
4.   dana pensiun lembaga keuangan; 
5.   perusahaan efek; 
6.   manajer investasi; 
7.   kustodian; 
8.  wali amanat; 
9.  perposan sebagai penyedia jasa giro; 
10. pedagang valuta asing; 
11.  penyelenggara alat pembayaran menggunakan kartu; 
12.  penyelenggara e-money dan/atau e-wallet; 
13.  koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam; 
14.  pegadaian; 
15.  perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan 
berjangka komoditi; atau 
16.  penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang. 
b.  penyedia barang dan/atau jasa lain: 
                                                          
24 Azizi Chidayatullah, 2015, “Formulasi Kewajiban Pelaporan Terhadap Gatekeeper 
Sebagai Pihak Pelapor dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana 
Pencucian Uang” Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Jember, Jember, 
hal.33. 
24 
 
1. perusahaan properti/agen properti; 
2.  pedagang kendaraan bermotor; 
3.  pedagang permata dan perhiasan/logam mulia; 
4.  pedagang barang seni dan antik; atau 
5.  balai lelang. 
(2)  Ketentuan mengenai Pihak Pelapor selain sebagaimana 
 dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.25  
 
Sesuai dengan rekomendasi 16 Financial Action Task Force on 
Money Laundering (FATF), diatur hal-hal yang berkaitan dengan 
kewajiban yang harus dilakukan oleh instansi atau lembaga atau 
profesi, di antaranya adalah  
Recommendation 16 of FATF:  
The requirements set out in Recommendations 13 to 15, and 21 aplly 
to all designated non-financial businesses and professions, subject to 
the following qualifications:  
a) Lawyers, notaries, other independent legal professionals and 
accountants should be required to report suspicious transactions 
when, on behalf of or for a client. They emgage ini a financial 
transactions in relation to the activities described in 
Recommendation 12(d). 
Countries are strongly encouraged to extend the reporting 
requirement to the rest of the professional activities of accountant, 
including auditing. 
b) Dealers in precious metals and dealers in precious stones should 
be required to report suspicious transactions when they engage in 
any cash transaction with a customer equal to or above the 
applicable designated threshold. 
c) Trust and company services providers should be required to report 
suspicious transactions for a client when, on behalf of or a client, 
they engage in atransaction in relation to the activities referred to 
Recommendation 12(e). 
Lawyers, notaries, other independent legal professionals, and 
accountans acting as independent legal professionals, are not 
required to report their suspicions if the relevant information was 
obtained in circumntances where they are subject to professional 
secrecy or legal professional privilege. 
 
Rekomendasi 16 FATF: 
Syarat-syarat yang diatur dalam Rekomendasi 13 sampai 15, dan 21 
berlaku terhadap semua lembaga non-keuangan dan profesi, tunduk 
pada kualifikasi berikut ini:  
                                                          
25 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan 
Tindak Pidana Pencucian Uang, Pasal 17 
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a) Pengacara, notaris, profesi hukum lainnya dan akuntan diwajibkan 
untuk melaporkan transaksi-transaksi yang mencurigakan jika, 
atas nama atau untuk klien, mereka melakukan suatu transaksi 
keuangan berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dimaksud 
dalam Rekomendasi 12(d). Negara-negara sangat dianjurkan 
untuk memperluas persyaratan pelaporan kepada seluruh aktivitas 
professional daripada akuntan termasuk auditing. 
b) Pedagang barang-barang berharga dan perhiasan diwajibkan 
untuk melaporkan transaksi-transaksi yang mencurigakan ketika 
mereka melakukan transaksi tunai dengan konsumen dalam 
jumlah yang sama dengan atau di atas jumlah yang ditentukan. 
c) Wali amanat dan penyedia jasa perusahaan diwajibkan untuk 
melaporkan transaksi-transaksi yang mencurigakan untuk klien 
jika, atas nama atau untuk klien, mereka melakukan transaksi 
berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dimaksud dalam 
Rekomendasi 12(e). 
Pengacara, notaris, professional hukum mandiri lainnya, dan akuntan 
yang bertindak sebagai profesi hukum mandiri, tidak diwajibkan 
untuk melaporkan dugaan-dugaan jika informasi terkait didapat 
karena menjalankan kerahasiaan profesi atau hak istimewa profesi 
hukum.26  
 
 Sejalan dengan hal tersebut, untuk memperoleh hasil yang maksimal 
dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. 
Maka pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 2015 
tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak 
Pidana Pencucian Uang. Yang menambahkan advokat sebagai pihak 
pelapor dalam tindak pidana pencucian uang.  
Pasal 3, Pihak Pelapor selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
mencakup juga:  
a. Advokat; 
b. Notaris; 
c. Pejabat pembuat akta tanah; 
d. Akuntan; 
e. Akuntan publik; dan  
f. Perencana keuangan. 
                                                          
26 Azizi Chidayatullah, Loc.cit. 
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Kemudian, ada pengecualian terhadap kewajiban pelaporan 
tersebut. Seperti yang dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah 
No.43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan 
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.  
Pasal 8 : 
(1) Pihak Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib 
menyampaikan laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan 
kepada PPATK untuk kepentingan atau untuk dan atas nama 
Pengguna Jasa mengenai:  
a. Pembelian dan penjualan properti; 
b. Pengelolaan terhadap uang, efek, dan/atau produk jasa 
keuangan lainnya; 
c. Pengelolaan rekening giro, rekening tabungan, rekening 
deposito, dan/atau rekening efek; 
d. Pengoperasian dan pengelolaan perusahaan; dan/atau 
e. Pendirian, pembelian, dan penjualan badan hukum. 
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan 
bagi advokat yang bertindak untuk kepentingan atau untuk dan 
atas nama Pengguna Jasa, dalam rangka: 
a. Memastikan posisi hukum Pengguna Jasa; dan 
b. Penanganan suatu perkara, abritase, atau alternative 
penyelesaian sengketa.27  
 
B.  Advokat 
1.  Pengertian Advokat  
Menurut Black’s Law Dictionary pengertian advokat adalah To speak 
in favour of or defend by argument (berbicara untuk keuntungan dari atau 
membela dengan argumentasi untuk seseorang), sedangkan orang yang 
berprofesi sebagai advokat adalah one who assists, defend, or pleads for 
another. Who renders legal edvice and aid, plead the cause of another 
                                                          
27 Ibid. hal.4. 
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before a court or a tribunal, a counselor (seseorang yang membantu, 
mempertahankan, atau membela untuk orang lain. Seseorang yang 
memberikan nasihat hukum dan bantuan membela kepentingan orang lain 
di muka pengadilan atau sidang, seorang konsultan).28 
Dalam kamus besar bahasa Indonesia, istilah advokat didefinisikan 
sebagai ahli hukum yang berwenang sebagai penasehat atau pembela 
perkara di pengadilan.29 
Abdul Kadir Muhammad juga menyatakan, bahwa advokat adalah 
jabatan penasihat hukum yang menjalankan profesi mewakili pihak 
berperkara di muka pengadilan yang diangkat oleh pemerintah 
berdasarkan syarat-syarat dan prosedur yang ditetapkan oleh peraturan 
perundang-undangan yang berlaku.30  
Kemudian menurut Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang 
Advokat, dalam Pasal 1 angka 1 berbunyi Advokat adalah orang yang 
berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan 
yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang 
ini.31 
 
 
                                                          
28 http://www.suduthukum.com/2016/02/pengertian-advokat.html 
29 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 
Jakarta:Balai Pustaka. Edisi Kedua, Get Ketiga. 
30 Abdul Kadir Muhammad, Etika Profesi Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), 
hal.137. 
31 Undang-Undang No.18 Tahun 2003 tentang Advokat  
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2. Fungsi Advokat  
Menurut Ropaun Rambe, Advokat sebagai pekerjaan profesi 
mempunyai fungsi sebagai berikut, yaitu Advokat berfungsi membela 
kepentingan masyarakat (public defender) dan kliennya. Advokat 
dibutuhkan pada saat seseorang atau lebih anggota masyarakat 
menghadapi sesuatu masalah atau problem di bidang hukum.32  
Selanjutnya lebih tegas sehubungan dengan tugas dan fungsi 
advokat Rahmat Rasjadi dan Sri Hartini menyatakan bahwa:  
Tugas dan fungsi advokat dalam sebuah profesi tidak dapat dipisahkan 
satu dengan lainnya, seorang advokat harus berfungsi:  
a. Sebagai pengawal konstitusi dan hak asasi manusia. 
b. Memperjuangkan hak-hak asasi manusia dalam negara hukum 
Indonesia. 
c. Melaksanakan kode etik advokat. 
d. Memegang teguh sumpah advokat dalam rangka menegakan 
hukum, keadilan, dan kebenaran. 
e. Menjunjung tinggi serta mengutamakan idealism (nilai keadilan 
dan kebenaran) dan moralitas. 
f. Menjunjung tinggi citra profesi advokat sebagai profesi terhormat. 
g. Melindungi dan memelihara kemandirian, kebebasan, derajat dan 
martabat advokat. 
h. Menjaga dan meningkatkan suatu pelayaran advokat terhadap 
masyarakat. 
i. Menangani perkara-perkara sesuai kode etik advokat. 
j. Membela klien dengan cara yang jujur dan bertanggungjawab. 
k. Mencegah penyalahgunaan keahlian dan pengetahuan yang 
merugikan masyarakat. 
l. Memelihara kepribadian advokat. 
m. Menjaga hubungan baik dengan klien maupun dengan teman 
sejawat antara sesama advokat yang didasarkan pada kejujuran, 
                                                          
32 Ropaun Rambe, Teknik Praktik Advokat, (Jakarta:Gramedia Widiasarana 
Indonesia,2001) hal.25. 
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kesaksian dan keterbukaan serta saling menghargai dan 
mempercayai. 
n. Memelihara persatuan dan kesatuan advokat agar sesuai dengan 
wadah tunggal organisasi advokat. 
o. Memberikan pelayanan hukum (legal service). 
p. Memberikan nasehat hukum (legal advice). 
q. Memberikan konsultasi hukum (legal consultation). 
r. Memberikan pendapat hukum (legal opinion). 
s. Menyusun kontrak-kontrak (legal drafting).  
t. Memberikan informasi hukum (legal information). 
u. Membela kepentingan klien (litigation). 
v. Mewakili klien di muka pengadilan (legal representation). 
w. Memberikan bantuan hukum dengan cuma-cuma kepada rakyat 
yang lemah dan tidak mampu (legal aid).33  
Dengan demikian pekerjaan advokat adalah pekerjaan yang mulia 
karena selain mewajibkan pembelaan kepada semua orang tanpa 
diskriminasi bagi yang membutuhkan pertolongan di bidang hukum atau 
perkara, juga disisi lain seorang advokat mempunyai kepribadian sejati 
dan menjunjung tinggi hak asasi manusia serta berpegang teguh kepada 
kode etik profesi advokat dimana fungsinya sejajar dengan penegak 
hukum lainnya seperti polisi, jaksa, dan hakim bersama-sama menegakan 
hukum atau supremasi hukum di Indonesia.34  
3. Hak dan Kewajiban Advokat   
Konsekuensi Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum, 
maka setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban. Hak pada 
prinsipnya dapat dituntut apabila kewajiban sudah dilaksanakan. Demikian 
halnya unsur-unsur penegak hukum yakni polisi, jaksa, hakim, dan 
                                                          
33 Murniaty.J, “Pelaksanaan Fungsi Advokat dalam Penegakan Hukum menuju Tertib 
Hukum di Kota Makassar”, Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas 
Hasanuddin, Makassar, hal.23. 
34 Ibid.hal.24. 
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advokat mempunyai hak dan kewajiban di dalam melaksanakan tugas 
pada bidangnya masing-masing.35 
Sehubungan dengan hak dan kewajiban advokat, Satjipto Rahardjo 
mengemukakan bahwa Hak dan kewajiban tersebut dilandasi oleh hukum. 
Kehadiran hukum dalam masyarakat dan bernegara diantaranya adalah 
untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan 
yang bisa bertabrakan satu sama lain, dimana hukum diintegrasikan 
sedemikian rupa sehingga hal itu dapat ditekan sekecil-kecilnya. 
Pengorganisasian kepentingan-kepentingan itu dilakukan dengan 
membatasi dan melindungi hak dan kewajiban tersebut.36  
Kemudian hak dan kewajiban advokat di atur secara jelas dalam 
Undang-Undang No.18 Tahun 2003 tentang Advokat dalam pasal-pasal 
berikut ini:  
Pasal 14 
Advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam 
membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang 
pengadilan dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan 
peraturan perundang-undangan.  
 
Pasal 15 
Advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela 
perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang 
pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan. 
 
Pasal 16 
Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana 
dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk 
kepentingan pembelaan Klien dalam sidang pengadilan. 
                                                          
35 Ibid. 
36 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung: Alumni, 1982), hal.53. 
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Pasal 17 
Dalam menjalankan profesinya, Advokat berhak memperoleh 
informasi, data, dan dokumen lainnya, baik dari instansi Pemerintah 
maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang 
diperlukan untuk pembelaan kepentingan Kliennya sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 
 
Pasal 18 
(1)  Advokat dalam menjalankan tugas profesinya dilarang 
membedakan perlakuan terhadap Klien berdasarkan jenis 
kelamin, agama, politik, keturunan, ras, atau latar belakang 
sosial dan budaya. 
(2)  Advokat tidak dapat diidentikkan dengan Kliennya dalam 
membela perkara Klien oleh pihak yang berwenang dan/atau 
masyarakat. 
 
Pasal 19 
(1)  Advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau 
diperoleh dari Kliennya karena hubungan profesinya, kecuali 
ditentukan lain oleh Undang-undang. 
(2) Advokat berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan Klien, 
termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadap 
penyitaan atau pemeriksaan dan perlindungan terhadap 
penyadapan atas komunikasi elektronik Advokat. 
 
Pasal 20 
(1) Advokat dilarang memegang jabatan lain yang bertentangan 
dengan kepentingan tugas dan martabat profesinya. 
(2) Advokat dilarang memegang jabatan lain yang meminta 
pengabdian sedemikian rupa sehingga merugikan profesi 
Advokat atau mengurangi kebebasan dan kemerdekaan dalam 
menjalankan tugas profesinya. 
(3)  Advokat yang menjadi pejabat negara, tidak melaksanakan tugas 
profesi Advokat selama memangku jabatan tersebut.37 
 
4. Hubungan Advokat dengan Klien 
Menjaga dan mempertahankan hubungan baik dengan klien adalah 
tugas utamanya seorang advokat. Karena disamping klien merupakan 
sumber penghasilan, juga oleh karena profesi advokat merupakan jasa.38 
                                                          
37 Undang-Undang No.18 Tahun 2003 tentang Advokat. 
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Kepercayaan dari pencari keadilan dalam menegakan hukum dan 
keadilan menjadi sangat penting. Jangan sampai kepercayaan yang 
diberikan itu hilang, oleh karena klien merasa diabaikan kepentingannya. 
Apalagi advokat menyalahgunakan kepercayaan klien.39 
Selain itu, advokat harus senantiasa memegang teguh rahasia 
jabatan tentang hal ikhwal yang diberitahukan kepadanya oleh klien 
secara kepercayaan dan wajib menjaga rahasia itu meskipun telah 
berakhirnya hubungan advokat dan klien yang bersangkutan. 40 
Menurut Kode Etik Advokat, Hubungan Advokat dengan Klien diatur 
dalam Pasal 4 sebagai berikut :  
Pasal 4 
a.  Advokat dalam perkara-perkara perdata harus mengutamakan   
penyelesaian dengan jalan damai. 
b.  Advokat tidak dibenarkan memberikan keterangan yang dapat 
menyesatkan klien mengenai perkara yang sedang diurusnya. 
c.  Advokat tidak dibenarkan menjamin kepada kliennya bahwa 
perkara yang ditanganinya akan menang. 
d. Dalam menentukan besarnya honorarium Advokat wajib 
mempertimbangkan kemampuan klien. 
e. Advokat tidak dibenarkan membebani klien dengan biaya-biaya 
yang tidak perlu. 
f.  Advokat dalam mengurus perkara cuma-cuma harus memberikan 
perhatian yang sama seperti terhadap perkara untuk mana ia 
menerima uang jasa. 
g. Advokat harus menolak mengurus perkara yang menurut 
keyakinannya tidak ada dasar hukumnya. 
h. Advokat wajib memegang rahasia jabatan tentang hal-hal yang 
diberitahukan oleh klien secara kepercayaan dan wajib tetap 
menjaga rahasia itu setelah berakhirnya hubungan antara Advokat 
dan klien itu. 
                                                                                                                                                               
38 Ropaun Rambe, op.cit, hlm.46. 
39 Ibid.hal.46-47 
40 Ibid. hal.47 
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i. Advokat tidak dibenarkan melepaskan tugas yang dibebankan 
kepadanya pada saat yang tidak menguntungkan posisi klien atau 
pada saat tugas itu akan dapat menimbulkan kerugian yang tidak 
dapat diperbaiki lagi bagi klien yang bersangkutan, dengan tidak 
mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 
huruf a. 
j.  Advokat yang mengurus kepentingan bersama dari dua pihak atau 
lebih harus mengundurkan diri sepenuhnya dari pengurusan 
kepentingan-kepentingan tersebut, apabila dikemudian hari timbul 
pertentangan kepentingan antara pihak-pihak yang bersangkutan. 
k. Hak retensi Advokat terhadap klien diakui sepanjang tidak akan 
menimbulkan kerugian kepentingan klien.41 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
41 Kode Etik Avokat Indonesia 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
A. Lokasi Penelitian  
Dalam mendapatkan data dan informasi yang akan mendukung 
bahkan menjadi faktor utama dalam penulisan ini, maka seyogyanya 
penulis melakukan penelitian dengan memilih lokasi penelitian di 
kota Makassar. Pengumpulan data dan informasi yang dilakukan 
penulis di beberapa tempat seperti perpustakaan pusat Universitas 
Hasanuddin dan perpustakaan fakultas hukum Universitas 
Hasanuddin.  
 
B. Tipe Penelitian 
Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan tipe 
penelitian normatif. Penelitian hukum normatif yang nama lainnya 
adalah penelitian hukum doktrinal yang disebut juga penelitian 
perpustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini dilakukan 
atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau 
bahan-bahan hukum yang lain.42 
 
 
 
                                                          
42Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Raja Grafindo 
Persada ; Jakarta, 2004, hal.14. 
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C. Pendekatan Penelitian 
Penelitian hukum ini dilakukan melalui beberapa pendekatan. 
Pendekatan-pendekatan yang digunakan adalah sebagai berikut : 
Pendekatan perundang-undangan (statute approach), Penulis 
menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) 
dalam penelitian ini yaitu, Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia. Undang-Undang No.18 Tahun 2003 tentang Advokat. 
Undang-Undang No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan 
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Peraturan 
Pemerintah No.43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam 
Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. 
 
D. Bahan Hukum 
Untuk memecahakan isu hukum dan sekaligus memberikan 
preskripsi mengenai apa yang seyogianya, diperlukan sumber-
sumber penelitian. Adapun sumber penelitian berupa bahan hukum 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah :43 
1. Bahan Hukum Primer, merupakan bahan hukum yang bersifat 
autoritatif artinya mempunyai otoritas atau mengikat. Yang terdiri 
atas : 
                                                          
43Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Kencana Prenada Media Group: Jakarta, 
2011), hlm. 93. 
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a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945 
b. Undang-Undang No.18 Tahun 2003 tentang Advokat 
c. Undang-Undang No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan 
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang 
d. Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 2015 tentang Pihak 
Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak 
Pidana Pencucian Uang. 
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan 
penjelasan mengenai bahan hukum primer yang terdiri atas 
literatur-literatur dan makalah-makalah, karya-karya ilmiah, serta 
artikel-artikel yang berkaitan dengan objek penelitian. 
 
E. Analisis Bahan Hukum 
Keseluruhan bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan dan 
diinventarisasi tersebut kemudian akan diolah dan dianalisis secara 
mendalam sehingga diperoleh ratio logis mengenai persoalan hukum 
yang diteliti. Bahan hukum primer maupun sekunder yang telah 
diharmonisasi secara sistematis kemudian dikaji lebih lanjut 
berdasarkan teori-teori hukum yang ada sehingga diperoleh rumusan 
ilmiah untuk menjawab persoalan hukum yang dibahas dalam 
penelitian hukum ini. 
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BAB IV  
PEMBAHASAN 
A. KEWAJIBAN ADVOKAT SEBAGAI PIHAK PELAPOR DALAM 
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG 
Tindak pidana pencucian uang adalah kejahatan transnasional yang 
tentu saja tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang. Tindak pidana 
pencucian uang juga sering disebut kejahatan kerah putih (white collar 
crime), karena pelakunya adalah seorang professional atau orang yang 
memiliki posisi dan wewenang. Sehingga tindak pidana pencucian uang 
merupakan sebuah kejahatan yang harus diberantas. 
Oleh karena itu, Indonesia telah mengkriminalisasi tindak pidana 
pencucian uang yang diawali dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 
15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU), dan 
seiring berjalannya waktu telah direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 
25 Tahun 2003 dan kembali diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 
8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana 
Pencucian Uang yang berlaku hingga saat ini.  
Salah satu faktor pendorong maraknya pencucian uang meskipun 
Undang-Undang No.8 Tahun 2010 telah mengatur secara terperinci 
mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang 
adalah adanya faktor ketentuan hukum bahwa hubungan lawyer atau 
advokat dengan klien adalah hubungan kerahasiaan yang tidak boleh 
diungkapkan. 
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Seringkali terjadi adalah dana yang disimpan di bank diatasnamakan 
advokat, dan para advokat yang menyimpan dana di bank atas nama 
kliennya tidak dapat dipaksa oleh otoritas yang berwenang untuk 
mengungkap identitas kliennya. Akibatnya, seorang advokat tidak dapat 
dimintai keterangan mengenai hubungannya dengan kliennya.44 
Banyaknya oknum advokat yang ikut andil dalam tindak pidana 
pencucian uang selain menyulitkan pemeriksaan kasus tindak pidana 
pencucian uang, namun juga mencederai citra advokat itu sendiri, terlebih 
dengan munculnya Undang-Undang No.18 Tahun 2003 tentang Advokat 
yang menyejajarkan advokat sebagai penegak hukum lainnya, dalam hal 
ini secara substansi pengakuan ini telah menjadikan profesi advokat 
sebagai profesi terhormat (officium nobile). 
Namun, citra advokat yang sering mendapat stigma buruk di 
masyarakat disebabkan oleh adanya oknum advokat yang melakukan 
ataupun membantu tindak pidana dengan mengatasnamakan 
profesionalitas dan prinsip menjaga kerahasiaan klien. Dari hal tersebut, 
hasil riset PPATK pun menyatakan bahwa profesi advokat rentan 
dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana pencucian uang untuk 
menyembunyikan dan menyamarkan asal usul harta kekayaan yang 
merupakan hasil dari tindak pidana dengan cara berlindung di balik 
                                                          
44 Seno Adjie, Prospektif Hukum Pidana, CV Rizkita, (Jakarta:2001), hal.24. 
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ketentuan antara hubungan menjaga kerahasiaan klien yang telah diatur 
oleh Undang-Undang.45 
Kemudian dari hal-hal yang telah diuraikan diatas, sehingga 
mendorong pemerintah untuk lebih maksimal dalam upaya pencegahan 
dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Dengan 
mengeluarkan Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 2015 tentang Pihak 
Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana 
Pencucian Uang. 
 Pihak pelapor yang dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah 
No.43 Tahun 2015 ialah :  
a. Advokat; 
b. Notaris; 
c. Pejabat pembuat akta tanah; 
d. Akuntan; 
e. Akuntan publik; dan  
f. Perencana keuangan. 
dan dengan dimasukannya advokat sebagai pihak pelapor dalam 
Peraturan Pemerintah tersebut, sehingga advokat memiliki kewajiban 
sebagai berikut:  
1. Prinsip mengenali penguna jasa 
Masuknya advokat sebagai pihak pelapor dalam pencegahan dan 
pemberantasan tindak pidana pencucian uang, membuat diperlukannya 
                                                          
45 Penjelasan Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam 
Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang 
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sejauh mana sebenarnya advokat berperan dalam upaya pencegahan dan 
pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Pembatasan ini kemudian 
sebenarnya dapat dilihat dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah No.43 
Tahun 2015 yang menyatakan bahwa: “Pihak Pelapor sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 wajib menerapkan prinsip mengenali 
pengguna jasa”. 
Kemudian, Prinsip mengenali Pengguna Jasa ini dapat dilihat dalam 
Undang-Undang No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan 
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang ditegaskan dalam 
Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam 
Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang 
menyatakan: “Ketentuan mengenai penerapan prinsip mengenali 
Pengguna Jasa bagi Pihak Pelapor sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang berlaku mutatis mutandis terhadap penerapan prinsip mengenali 
Pengguna Jasa bagi Pihak Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
2 ayat (2) dan Pasal 3”. 
Dalam pasal 18 Undang-Undang No.8 Tahun 2010 tentang 
Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang 
mengenai penerapan prinsip mengenali pengguna jasa adalah sebagai 
berikut : 
Pasal 18 
(1) Lembaga Pengawas dan Pengatur menetapkan ketentuan prinsip 
mengenali Pengguna Jasa. 
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(2) Pihak Pelapor wajib menerapkan prinsip mengenali Pengguna Jasa 
yang ditetapkan oleh setiap Lembaga Pengawas dan Pengatur 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 
 (3) Kewajiban menerapkan prinsip mengenali Pengguna Jasa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada saat: 
a. melakukan hubungan usaha dengan Pengguna Jasa; 
b. terdapat Transaksi Keuangan dengan mata uang rupiah dan/atau 
mata uang asing yang nilainya paling sedikit atau setara dengan 
Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); 
c. terdapat Transaksi Keuangan Mencurigakan yang terkait tindak 
pidana Pencucian Uang dan tindak pidana pendanaan terorisme; 
atau 
d. Pihak Pelapor meragukan kebenaran informasi yang dilaporkan 
Pengguna Jasa 
Mengenai prinsip mengenali pengguna jasa yang seharusnya 
ditetapkan oleh Lembaga Pengawas dan Pengatur, namun apabila 
Lembaga Pengawas dan Pengatur belum terbentuk prinsip mengenali 
pengguna jasa dapat diatur dengan Peraturan Kepala PPATK. 
Walaupun sampai saat ditulisnya karya tulis ilmiah ini telah selesai, 
belum ada yang secara khusus mengatur mengenai prinsip mengenali 
pengguna jasa oleh advokat. 
Namun menurut Ridwan Jhonny Silamma (Hasil wawancara pada 
tanggal 7 Desember 2016) : 
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Dalam hal mengenali pengguna jasa, kalo advokat menerima klien 
harus kita tanya-tanya, tidak serta merta begitu. Saya butuh jasa 
anda sebagai lawyer, ada masalah saya begini, tolong kita buat surat 
kuasa, tidak. Kita baca profilnya, kita mesti telusuri kasus posisinya 
seperti apa, dia posisinya gimana, apa betul dia rugi atau tidak? atau 
dia yang dirugikan atau malah dia yang merugikan? baik perdata 
maupun di pidana, banyak orang bilang saya korban, padahal dia 
yang mengorbankan orang, saya di tipu padahal dia yang menipu. 
Cuma karna dia pintar membolak balikkan kalimat, akhirnya kita 
terkesan bahwa benar dia tertipu. Padahal sebenarnya dia yang 
menipu. Nanti sampai pengadilan terungkap, karena lawan punya 
bukti tertulis dan punya saksi saksi.  
Dari hasil wawancara di atas. Sehingga penulis berpendapat, bahwa 
mengenai prinsip mengenali pengguna jasa. Walaupun sampai saat ini 
belum ada aturan yang secara khusus mengaturnya, tetapi dengan telah 
adanya Pasal 18 dalam Undang-Undang No.8 Tahun 2010 tentang 
Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang telah 
memungkinkan advokat untuk menerapkan prisnsip mengenali pengguna 
jasa. Selain itu, pada dasarnya profesi advokat memang telah 
menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa. Karena advokat 
merupakan sebuah profesi yang memberikan jasa atau bantuan hukum 
kepada kliennya.  
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2. Kewajiban Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan  
Advokat yang telah dimasukan sebagai pihak pelapor dalam Pasal 3 
Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam 
Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, sesuai 
dengan Pasal 8 dalam PP tersebut advokat wajib menyampaikan laporan 
apabila ada Transaksi Keuangan Mencurigakan kepada Pusat Pelaporan 
dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). 
Dan yang dimaksud dengan Transaksi Keuangan Mencurigakan 
menurut Undang-Undang No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan 
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang maupun menurut 
Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam 
Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yaitu: 
Transaksi Keuangan Mencurigakan adalah: 
a.  Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau 
kebiasaan pola Transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan; 
b.  Transaksi Keuangan oleh Pengguna Jasa yang patut diduga 
dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan Transaksi yang 
bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Pihak Pelapor sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai 
pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang; 
c.  Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan 
menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak 
pidana; atau 
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d.  Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh 
Pihak Pelapor karena melibatkan Harta Kekayaan yang diduga 
berasal dari hasil tindak pidana.  
Namun, karena advokat merupakan golongan profesi seperti 
notaries, pejabat pembuat akta tanah, akuntan, akuntan publik, dan 
perencana jasa keuangan. Sehingga sangatlah wajar apabila dalam 
pelaporan transaksi keuangan mencurigakan pada Pusat Pelaporan dan 
Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk kepentingan dan atas nama 
pengguna jasa dibedakan pengaturannya tentang hal-hal yang wajib 
dilaporkan, hal ini tentu berbeda dengan Penyedia Jasa Keuangan 
maupun Penyedia Barang dan/atau Jasa Lainnya.  
Sehingga yang wajib dilaporkan oleh advokat untuk kepentingan 
atau untuk dan atas nama pengguna jasa, sesuai dengan Pasal 8 ayat (1) 
Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam 
Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yaitu 
mengenai : 
a.  pembelian dan penjualan properti; 
b.  pengelolaan terhadap uang, efek, dan/atau produk jasa keuangan 
lainnya; 
c.  pengelolaan rekening giro, rekening tabungan, rekening deposito, 
dan/atau rekening efek; 
d.  pengoperasian dan pengelolaan perusahaan; dan/atau 
e.  pendirian, pembelian, dan penjualan badan hukum. 
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Kemudian dengan dikeluarkannya Peraturan Kepala PPATK No.11 
Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi 
Keuangan Mencurigakan Bagi Profesi, maka dalam Pasal 3 ayat (2) 
tentang kewajiban pelaporan. Selain ketentuan diatas, terdapat juga hal 
sebagai berikut : 
Untuk kepentingan atau untuk dan atas nama Pengguna Jasa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal bersifat kontraktual: 
a.  didasarkan kepada surat kuasa baik umum maupun khusus; 
b.  didasarkan atas penunjukan sebagai trustee atau nominee yang 
bertindak untuk dan atas nama orang yang menunjuk; 
c.  menyiapkan dokumen dan data pendukung transaksi, baik dalam 
bentuk elektronik maupun bentuk lainnya yang membuktikan 
terjadinya suatu transaksi; 
e. bertindak sebagai wali amanah (custody), menjalankan kebijaksanaan 
investasi atau melakukan supervisi; 
e.  sebagai legal owner yang bertindak untuk kepentingan beneficial 
owner yang merupakan pihak yang mengendalikan dan menikmati 
akibat hukum dari tindakan legal owner; 
f.  bertindak untuk kepentingan orang lain apabila terdapat ikatan satu 
kelompok usaha (group); 
g.  merupakan pihak terafiliasi (afiliated party), meliputi: 
1) anggota dewan komisaris; 
2) pengawas; 
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3) direksi atau kuasanya; 
4) pejabat; atau 
5) karyawan Pengguna Jasa; 
h.  merupakan pihak terkait atau orang perseorangan atau Korporasi 
yang mempunyai hubungan pengendalian dengan Profesi, baik 
secara langsung maupun tidak langsung, melalui hubungan 
kepemilikan, kepengurusan, darr/ atau keuangan; 
i.  melakukan penyimpanan aset milik Pengguna Jasa; 
J.  memberikan persetujuan, melaksanakan, atau menyelesaikan suatu 
transaksi, atau mewakili klien dalam melaksanakan suatu 
kewenangan atau bahkan memiliki kewenangan untuk mewakili 
Pengguna Jasa dalam melaksanakan kewenangan tersebut; 
k. melaksanakan fungsi manajemen dengan melaporkan hal-hal yang 
reievan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola 
perusahaan; 
l.  mempromosikan, menawarkan, atau menjadi penjamin emesi efek 
dalam suatu penawaran umum saham bagi Pengguna Jasa; 
m. mewakili klien dalam menyetujui persyaratan transaksi atau 
melakukan suatu Transaksi; 
n. memberikan saran mengenai struktur pendanaan dan menganalisis 
dampak akuntasi yang dapat terjadi dari usulan Transaksi pendanaan 
tersebut; 
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o.  menyetorkan, menarik uang, mentransfer, menempatkan deposito 
atau melakukan Transaksi lain atas nama Pengguna Jasa; 
p.  melaksanakan pembayaran pajak pembelian dan penjualan atas 
nama dan berdasarkan permintaan Pengguna Jasa; 
q.  melaksanakan roya, peningkatan hak, dan penurunan hak untuk 
kepentingan Pengguna Jasa; 
r.  melaksanakan pemeliharaan data dan pendaftaran tanah untuk 
pertama kalinya; atau 
s.  melaksanakan pemeliharaan data selanjutnya untuk kepentingan 
pengguna jasa yang bukan merupakan tugas Pejabat Pembuat Akta 
Tanah sesuai ketentuan perundang-undangan. 
Selain itu, kewajiban Advokat melakukan pelaporan pada Pusat 
Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait dengan 
Transaksi Keuangan Mencurigakan mendapat beberapa pengecualian. 
Pengecualian tersebut dalam Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 2015 
tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak 
Pidana Pencucian Uang, meliputi : 
a.  memastikan posisi hukum Pengguna Jasa; atau 
b.  penanganan suatu perkara, arbitrase, atau alternatif penyelesaian 
sengketa.  
Menurut Ridwan Jhonny Silamma (Hasil wawancara pada tanggal 7 
Desember 2016): 
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Dengan adanya Pasal 8 ayat 2 Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 
2015, justru memberikan ruang yang luas bagi advokat sebagai 
salah satu dari empat (4) pilar penegak hukum untuk 
mengembangkan profesi pelapor untuk mencegah jangan-jangan 
ada transaksi keuangan yang mencurigakan. Setiap transaksi yang 
di atas Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) itu harus ditelusuri 
sama PPATK ini darimana ke siapa. Ditelusuri darimana ini uang 
transaksinya, dalam bentuk apa, karna dikhawatirkan itu akan masuk 
pada tindak pidana pencucian uang (TPPU). Kalo misalnya saya ini 
pejabat, tiba-tiba ada orang yang mengirim ke rekening saya 
Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ditelusuri ini uang dari 
siapa, saya pegawai negeri tidak mungkin saya berbisnis kan. 
Jangan-jangan ini suap, jangan-jangan ini pencucian uang, orang 
mengirim uang ke saya supaya saya samarkan, supaya asalnya 
tidak ketahuan. Padahal ini uang adalah untuk dicuci, supaya nanti 
saya transfer lagi ke orang lain, nanti orang lain bilang saya di 
transfer dari si A bukan dari si C, karena itu sekarang pejabat susah 
sekali berkelit. Kalo PPATK bersama PJK diberi ruang untuk 
mengakses semua rekening orang terutama pejabat negara. 
Sehingga, sejalan dengan hasil wawancara tersebut penulis merasa 
pengecualian tersebut merupakan suatu bentuk perlindungan bagi 
advokat untuk melakukan tugasnya dalam membela kepentingan hukum 
kliennya. Memastikan posisi hukum pengguna jasa yang dimaksud dalam 
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peraturan pemerintah ini adalah advokat melakukan pemeriksaan secara 
seksama dari segi hukum (legal due diligence/legal audit) terhadap suatu 
perusahaan atau objek transaksi sesuai dengan tujuan transaksi, untuk 
memperoleh informasi atau fakta material yang dapat menggambarkan 
kondisi suatu perusahaan atau objek transaksi. 
Sehingga advokat dalam melakukan tindakan atas nama klien yang 
berupa kegiatan keuangan hal tersebut wajib dilaporkan kepada Pusat 
Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), namun dalam hal 
advokat bertindak atas nama klien dalam melakukan kegiatan hukum baik 
litigasi maupun non litigasi hal tersebut dikecualikan untuk dilakukan 
pelaporan pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan 
(PPATK), karena hal ini dilindungi oleh peraturan perundang-undangan 
yang mana advokat wajib menjaga kerahasiaan dari kliennya.  
Dengan dikelurkannya Peraturan Kepala PPATK No.11 Tahun 2016, 
terdapat pula ketentuan bahwa Profesi yang termasuk kedalam pihak 
pelapor dalam Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 2015 wajib 
memutuskan hubungan usaha dengan Pengguna Jasa jika: 
a.  Pengguna Jasa menolak untuk mematuhi prinsip mengenali 
Pengguna Jasa; atau 
b.  Profesi meragukan kebenaran informasi yang disampaikan oleh 
Pengguna Jasa. 
dan profesi tersebut wajib melaporkannya kepada PPATK mengenai 
tindakan pemutusan hubungan usaha tersebut sebagai TKM. 
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 Sebelum melakukan pelaporan ke Pusat Pelaporan dan Analisis 
Transaksi Keuangan (PPATK), advokat wajib menetapkan petugas 
pelaporan yang dia pilih sendiri, lalu melakukan registrasi melalui Aplikasi 
GRIPS, dan setelah itu melaporkan ke PPATK. 
Penyampaian laporan Transaksi Keuangan mencurigakan memang 
wajib dilakukan secara elektronis, namun karena sampai selesai ditulisnya 
karya ilmiah ini akses tersebut belum tersedia maka penyampaian 
tersebut dapat dilakukan secara manual dengan cara mengirimkan 
laporan dalam format Microsoft Excel dan disimpan dalam compact disk, 
flash disk, atau sarana penyimpanan lainnya melalui jasa pengiriman atau 
ekspedisi, jasa kurir, atau pengiriman secara langsung ke kantor PPATK. 
Selain itu harus dilengkapi dengan pengiriman surat pemberitahuan ke 
PPATK. 
Advokat memang memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan 
kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), 
sehingga apabila advokat tidak melaksanakan kewajiban tersebut maka 
advokat akan mendapatkan sanksi. Sanksi itu adalah sanksi administratif 
yang berupa :  
a. teguran tertulis 
b. pengumuman kepada publik mengenai tindakan atau sanksi; dan/atau 
c. denda administratif 
Walaupun sebenarnya penulis berpendapat bahwa, kalo hanya 
dikenakan sanksi administratif saja. Kemungkinan dapat dilaksanakan 
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Peraturan Pemerintah ini masih sangat sulit, sehingga harus dilakukan 
peningkatan pengawasan agar peraturan tersebut dapat terlaksana 
dengan baik. Sehingga sejalan dengan tujuan di keluarkannya Peraturan 
Pemerintah No.43 Tahun 2015 tersebut, untuk membantu dalam upaya 
pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. 
Menurut Ridwan Jhonny Silamma (Hasil wawancara pada tanggal 7 
Desember 2016): 
Bukan hanya profesinya sebagai advokat sehingga dia boleh 
melapor, advokat juga sebagai subyek hukum boleh melapor ke 
PPATK.  
Dari hasil wawancara dan apa yang telah penulis kemukakan diatas, 
penulispun berpendapat bahwa advokat memang memiliki kewajiban 
untuk menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa serta memiliki 
kewajiban untuk melakukan pelaporan apabila ada transaksi keuangan 
mencurigakan, namun terbatas kepada pembelian dan penjualan properti; 
pengelolaan terhadap uang, efek, dan/atau produk jasa keuangan lainnya; 
pengelolaan rekening giro, rekening tabungan, rekening deposito, 
dan/atau rekening efek; pengoperasian dan pengelolaan perusahaan; 
dan/atau pendirian, pembelian, dan penjualan badan hukum. Sehingga 
advokat tidak perlu khawatir, karena ada pengecualian saat dia sedang 
memastikan posisi hukum Pengguna Jasa; atau penanganan suatu 
perkara, arbitrase, atau alternatif penyelesaian sengketa. Karena pada 
dasarnya advokat pun sebagai subjek hukum dapat melaporkan apabila 
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diketahuinya ada Transaksi Keuangan Mencurigakan kepada pihak 
berwajib. 
 
B. HUBUNGAN ANTARA ADVOKAT SEBAGAI PIHAK PELAPOR 
DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DENGAN 
KEWAJIBAN ADVOKAT DALAM MENJAGA KERAHASIAAN 
KLIEN  
Sejak dibentuknya Undang-Undang No.18 Tahun 2003 tentang 
Advokat, status advokat telah ditetapkan sebagai penegak hukum. 
Dengan adanya predikat advokat sebagai penegak hukum, semakin 
menunjukan prinsip keharusan dari advokat untuk turut serta 
menciptakan/mewujudkan dan memelihara sistem peradilan yang bersih 
dan berwibawa demi terwujudnya wibawa hukum. Tentu dalam 
mewujudkan idealisem tersebut, harus difokuskan pada pembersihan 
yang mendasar pada diri setiap penegak hukum, karena bagaimanapun 
tidak dapat dihindari bahwa terdapat keberadaan advokat dalam 
memberikan nasihat atau bantuan hukum dalam bentuk tertentu. 
Tindak pidana pencucian uang menjadi salah satu kejahatan yang 
harus diberantas di Indonesia ini, dan hal ini pun tidak lepas dari peranan 
advokat sebagai penegak hukum. Karena itu pemerintah telah melakukan 
upaya untuk memberantas tindak pidana pencucian uang dengan telah 
dikriminalisasinya tindak pidana pencucian uang dengan adanya Undang-
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Undang No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan 
Tindak Pidana Pencucian Uang. 
Namun ternyata terdapat kasus dua pengacara Wa Ode Nurhayati 
yakni Arbab Paproeka dan Nur Zainab disebut menerima aliran dana 
ratusan juta rupiah, dana itu berasal dari rekening Wa Ode yang 
merupakan kasus korupsi dan pencucian uang Dana Penyesuaian 
Infrastruktur Daerah (DPID) Tahun Anggaran 2011 yang dalam surat 
dakwaan disebut Arbab dan Nur Zainab masing-masing menerima aliran 
dana sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) pada 3 Mei 2011 
dan Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) pada 25 
September 2010, sehingga terkait aliran dana tersebut Ketua Dewan 
Kehormatan PERADI Leonard Simorangkir mempertanyakan apakah itu 
terkait pembayaran jasa advokat atau tidak.46 
Dilihat dari fakta tersebut, maka dapat diketahui bahwa profesi 
hukum yang salah satunya adalah advokat sangat rawan terlibat dalam 
aksi pencucian uang. Karena advokat merupakan profesi yang memiliki 
keahlian yang mumpuni di bidang hukum. Hal tersebut juga menjadi hal 
yang wajar mengingat profesi advokat memiliki kewajiban untuk menjaga 
kerahasiaan antara hubungannya sebagai advokat dengan kliennya. 
Didasari hal tersebut, maka dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah 
No.43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan 
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang memasukan 
                                                          
46 DK PERADI Minta Pengacara Wa Ode jelaskan Aliran Dana, Jumat, 25 Juni 2012, 
http://www.hukumonline.com  
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advokat sebagai pihak pelapor yang memiliki kewajiban untuk 
melaksanakan prinsip mengenali pengguna jasa dan wajib melakukan 
penyampaian laporan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi 
Keuangan (PPATK) terhadap Transaksi Keuangan Mencurigakan. 
Ketika advokat masuk sebagai pihak pelapor dalam pencegahan dan 
pemberantasan tindak pidana pencucian uang, dan mempunyai 
kewajiban-kewajiban seperti yang tertera di atas, terutama dalam 
pelaporan apabila ada transaksi keuangan mencurigakan. Akan menjadi 
sebuah dilemma bagi advokat sebagai profesi yang memiliki kerahasian. 
Karena advokat dalam melakukan hubungan dengan kliennya merupakan 
hubungan professional yang dalam hubungan atau relasi tersebut advokat 
wajib mematuhi kode etik dan peraturan perundang-undangan. 
Advokat dalam menjalankan tugas profesinya seperti pada dokter, 
notaris, dan profesi lainnya dilindungi oleh rahasia jabatan. Oleh karena 
itu advokat dalam hubungannya dengan klien wajib merahasiakan hal-hal 
yang diberitahukan oleh kliennya secara kepercayaan dan wajib menjaga 
rahasia tersebut setelah berakhirnya hubungan antara advokat dan klien 
tersebut. 
Kode etik advokat Indonesia sebagai dasar bagi advokat dalam 
menjalankan profesinya disamping dengan adanya Undang-Undang 
No.18 Tahun 2003 tentang Advokat, secara jelas menyatakan bahwa 
“advokat harus senantiasa menjunjung tinggi profesi advokat sebagai 
profesi terhormat (officium nobile)”, di dalamnya juga mengatur mengenai 
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hubungan antara advokat dengan kliennya yang menyatakan bahwa 
“advokat wajib memegang rahasia jabatan tentang hal-hal yang diberitahu 
oleh klien secara kepercayaan dan wajib tetap menjaga rahasia itu setelah 
berakhirnya hubungan antara advokat dan klien itu”. 
Hubungan antara advokat dengan kliennya pun dapat dilihat dalam 
Pasal 19 Bab IV tentang Hak dan Kewajiban Advokat dalam Undang-
Undang No.18 Tahun 2003 tentang advokat, yang menyatakan bahwa: 
(1) Advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau 
diperoleh dari kliennya karena hubungan profesinya, kecuali 
ditentukan lain oleh undang-undang. 
(2) Advokat berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan klien, 
termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadap 
penyitaan atau pemeriksaan dan perlindungan terhadap penyadapan 
atas komunikasi elektronik advokat. 
Ketika profesi advokat merasa bahwa Peraturan Pemerintah No.43 
Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan 
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang bertentangan dengan 
prinsip menjaga kerahasiaan klien yang terdapat dalam Undang-Undang 
No.18 Tahun 2003 tentang Advokat. Maka penulis berpendapat bahwa 
kita harus terlebih dahulu memperhatikan asas hukum dalam perundang-
undangan. 
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Menurut Purbacaraka dan Soerjono Soekanto asas hukum dalam 
perundang-undangan yaitu sebagai berikut47 : 
1. Peraturan perundang-undangan tidak berlaku surut (non retroaktif). 
2. Peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh penguasa yang 
lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula (sistem 
hierarki). 
3. Peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus 
menyampingkan peraturan perundang-undangan yang bersifat 
umum (lex specialis derogate lex generalis). 
4. Peraturan perundang-undangan yang berlaku belakangan 
membatalkan peraturan perundang-undangan yang berlaku 
terdahulu (lex posteriori derogate lex periori).48 
Dari asas hukum tersebut di atas, secara hierarki atau dalam asas 
kepatuhan pada hierarki (lex superior derogate lex inferior) dimana 
peraturan perundang-undangan yang ada di jenjang yang lebih rendah 
tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang 
berada pada jenjang lebih tinggi. Dan seterusnya sesuai dengan hierarki 
norma dan peraturan perundang-undangan.49 
Dengan berlakunya Undang-Undang No.12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan tentang jenis 
                                                          
47 Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, Peraturan Perundang-undangan dan 
Yurisprudensi (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, Cet. Ke-3, 1989), hal.7-11 
48 Munir Fuady, Teori Negara Hukum Modern, (Bandung: PT.Refika Aditama, 2009), hal 
82-83. 
49 http://agus-prasetiyo.blogspot.co.id/2012/03/analisis-dan-kasus-asas-hukum-
dan.html?m=1 
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dan hierarki peraturan perundang-undangan dalam Pasal 7 ayat (1), 
sebagai berikut: 
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat 
3. Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; 
4. Peraturan Pemerintah; 
5. Peraturan Presiden; 
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan 
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. 
Dalam hal ini Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 2015 yang di 
anggap bertentangan dengan Undang-Undang No.18 Tahun 2003. Jika 
seperti ini penulis berpendapat bahwa secara hierarki yang harus kita lihat 
terlebih dahulu adalah peraturan yang memerintahkan untuk 
dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 2015 tentang Pihak 
Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana 
Pencucian Uang. Kemudian yang menjadi dasar dikeluarkannya 
Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 2015 tersebut adalah Undang-
Undang No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan 
Tindak Pidana Pencucian Uang yang secara hierarki berada sejajar 
dengan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat. 
Kemudian kedua undang-undang tersebutlah yang harus 
disandingkan terlebih dahulu, apakah terdapat pertentanganan atau tidak. 
Jika tidak terdapat pertentangan didalamnya maka Peraturan Pemerintah 
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No.43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan 
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang harus menyesuaikan 
dengan Undang-Undang No.18 Tahun 2003 tentang Advokat.  
Menurut Fajlurahman Jurdi (Hasil Wawancara pada tanggal 19 
Januari 2017) : 
Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 2015 
tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan 
Tindak Pidana Pencucian Uang tidak bertentangan dengan 
ketentuan menjaga kerahasiaan klien dalam Undang-Undang No.18 
Tahun 2003 tentang Advokat. Karena dalam Pasal 19 ayat 1 
Undang-Undang No.18 Tahun 2003 menyatakan Advokat wajib 
merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari 
kliennya karena hubungan profesinya, kecuali ditentukan lain oleh 
undang-undang. Kata “kecuali ditentukan lain oleh undang-undang” 
inilah yang menjadi dasar bahwa apabila ada ketentuan lain yang 
mengaturnya maka kerahasiaan klien itu dikesampingkan. Karena 
apabila dilihat dari konsideran menimbang bahwa untuk 
melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang No. 8 
Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak 
Pidana Pencucian Uang, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah 
No.43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan 
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Sehingga 
masuknya advokat sebagai pihak pelapor dalam pencegahan dan 
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pemberantasan tindak pidana pencucian uang merupakan perluasan 
dari Pihak Pelapor dalam Pasal 17 ayat (2) dalam Undang-Undang 
No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak 
Pidana Pencucian Uang.  
Sejalan dengan hal yang telah disampaikan di atas, Penulis 
berpendapat, jika dilihat dari rumusan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang 
No.18 Tahun 2003 tentang Advokat yang perlu diperhatikan adalah 
dengan adanya klausula kecuali ditentukan lain oleh undang-undang, 
maka kerahasiaan antara advokat dengan kliennya adalah menjadi bukan 
sesuatu hal yang mutlak. Dimana dengan adanya klausula tersebut, 
menandakan bahwa ada pengecualian atas hak privasi dan rahasia 
jabatan yang dimiliki oleh advokat. Dengan kata lain, sudah sepatutnya 
advokat sebagai profesi hukum yang memberikan jasa hukum. Dalam 
melaksanakan tugas dan profesinya, advokat harus menjaga hubungan 
antara dia dengan kliennya. Dengan sebaik-baiknya memberikan jasa 
hukum dan juga tetap merahasiakan informasi yang diketahui atau 
diperoleh dari kliennya. 
Namun, ketika ada Undang-Undang Pencegahan dan 
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang mengatur mengenai 
kewajiban pelaporan oleh pihak pelapor. Dan dengan adanya Peraturan 
Pemerintah No.43 Tahun 2015 sebagai peraturan pelaksana dari Undang-
Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan 
Tindak Pidana Pencucian Uang yang memasukan advokat sebagai pihak 
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pelapor, maka advokat menjadi secara tegas harus melaksanakan 
ketentuan tersebut.  
Secara lebih rinci penulis berpendapat, walaupun Peraturan 
Pemerintah No. 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan 
dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang secara hierarkis 
memang lebih rendah di bandingkan dengan Undang-Undang No.18 
Tahun 2003 tentang Advokat. Tetapi Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 
2015 tersebut merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang No. 8 
Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana 
Pencucian Uang, karena dapat dilihat dalam konsideran menimbangnya 
yang menyatakan “bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat 
(2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan 
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, perlu menetapkan 
Peraturan Pemerintah tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan 
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang”, yang berarti Peraturan 
Pemerintah tersebut adalah bagian dari Undang-Undang No.8 Tahun 
2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian 
Uang.  
Disamping itu, dengan telah masuknya advokat sebagai pihak 
pelapor dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian 
uang, maka berlakulah pelaksanaan kewajiban pelaporan advokat yang 
dalam Pasal 28 Undang-Undang No.8 Tahun 2010 menyatakan bahwa 
“Pelaksanaan kewajiban pelaporan oleh Pihak Pelapor dikecualikan dari 
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ketentuan kerahasiaan yang berlaku bagi Pihak Pelapor yang 
bersangkutan”. Jadi, walaupun advokat merupakan profesi yang memiliki 
kerahasiaan jabatan. Maka dengan adanya pasal tersebut, hal itu dapat 
dikesampingkan. 
Selain itu, dalam Pasal 45 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 
tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindang Pidana Pencucian 
uang menyatakan bahwa “Dalam melaksanakan kewenangannya 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, terhadap PPATK tidak 
berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode etik yang 
mengatur kerahasiaan”. Sehingga semua kewenangan PPATK yang 
berkaitan dengan pihak pelapor, yang dalam hal ini adalah advokat. Maka 
tidak berlaku peraturan perundang-undangan maupun kode etik yang 
mengatur kerahasiaan yang diantaranya adalah kode etik advokat 
Indonesia. 
Jadi, dengan adanya ketentuan seperti yang telah dijelaskan diatas, 
ketika ada undang-undang yang menentukan lain dalam hal ini adalah 
Undang-Undang No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan 
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang mengatur mengenai 
kewajiban pelaporan advokat sebagi pihak pelapor apabila ada transaksi 
keuangan yang mencurigakan. Maka advokat harus melaksanakannya. 
 Advokat juga tidak perlu khawatir, dengan adanya ketentuan-
ketentuan di atas bukan berarti pemerintah semena-mena dan ingin 
menciderai profesi advokat sebagai profesi terhormat (officium nobile). 
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Para advokat juga tidak perlu merasa cemas, bahwa pengguna jasa atau 
kliennya tidak akan percaya lagi kepada profesi advokat karena masuknya 
advokat sebagai pihak pelapor dan harus mengesampingkan kerahasiaan 
klien. 
Karena sebagaimana mestinya, advokat sebagai salah satu aparat 
penegak hukum yang bertugas memberikan bantuan hukum kepada 
pengguna jasa atau klien yang telah mempercayainya. Maka sesuai 
dengan  Pasal 8 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2015 
tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak 
Pidana Pencucian Uang, kewajiban menyampaikan laporan Transaksi 
Keuangan Mencurigakan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi 
Keuangan Mencurigakan dikecualikan bagi advokat yang bertindak untuk 
kepentingan dan atas nama Pengguna Jasa, dalam rangka :  
a. Memastikan posisi hukum pengguna jasa; dan 
b. Penanganan suatu perkara, arbitrase, atau alternative penyelesaian 
sengketa.  
Ketentuan inilah yang menjadi acuan, bahwa dalam memastikan 
posisi hukum kliennya maka advokat tidak boleh membuka kerahasiaan 
kliennya, pada saat dia sedang membela kliennya dalam suatu perkara, 
dalam melakukan arbitrase maupun alternative penyelesaian sengketa 
lainnya. Advokat bisa tetap menjaga kerahasiaan kliennya, tanpa 
melanggar ketentuan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang.    
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Di luar hal tersebut, advokat hanya wajib melaporkan apabila ada 
transaksi keuangan mencurigakan mengenai hal-hal sebagai berikut : 
a. Pembelian dan penjualan properti; 
b. Pengelolaan terhadap uang, efek, dan/atau produk jasa keuangan 
lainnya; 
c. Pengelolaan rekening giro, rekening tabungan, rekening deposito, 
dan/atau rekening efek; 
d. Pengoperasian dan pengelolaan perusahaan; dan/atau 
e. Pendirian, pembelian, dan penjualan badan hukum.  
Menurut Ridwan Jhony Silamma (Hasil Wawancara pada tanggal 7 
Desember 2016) : 
Bahwa advokat punya hak imunitas kekebalan hukum sepanjang dia 
menjalankan profesinya sebagai advokat membela kliennya. Advokat 
juga sesuai kode etiknya tidak boleh membuka rahasia kliennya, dia 
harus menjaga rahasia kliennya sama kewajibannya ketika di kode 
etik kedokteran, dokter itu tidak boleh membuka rahasia pasiennya.  
 
Setuju dengan dimasukannya advokat sebagai pihak pelapor dalam 
Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 2015 tentang pihak pelapor 
dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian 
uang. 
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Untuk kliennya advokat menjaga kerahasiaan kliennya itu wajib 
sama kaya dokter wajib menjaga kerahasiaan pasiennya. Tapi kalo 
dalam hal, misalnya ada kecurigaan tindak pidana pencucian uang 
lalu dia khawatir dia boleh melapor ke PPATK. Dan dia bisa mundur 
dan berhenti sebagai advokat untuk yang memberinya kuasa kalo 
dia tau kalo ini asal usul keuangannya bermasalah. 
 
Kalo advokat diperhadapkan pada 2 kewajiban hukum menutup 
kerahasiaan kliennya atau dia masuk sebagai pelapor (justice 
collaboration) dia bisa mundur jadi kuasanya orang itu. Jadi ini yang 
berlaku disini adalah moralitas profesi. Karena ada orang 
mengatakan, dia maju terus asal dibayar, dalam kode etik juga ada 
bahwa advokat tidak boleh melanggar hati nurani. Kalo misalnya kita 
tau bahwa ini orang salah, kita katakan maaf ya, saya tidak bisa 
tangani ini dan kita bisa menolak. Walaupun pada dasarnya sama 
dengan hakim, lawyer itu tidak boleh menolak perkara. Jadi harus 
ditangani lebih dulu kalo ternyata kliennya itu berbohong mengenai 
fakta dan data, dia bisa mengatakan saya tidak bisa. Karena sejak 
awal kita selalu mengatakan, oke kita bisa kerja sama tetapi anda 
tidak boleh menyembunyikan sesuatu dari saya. Kenapa bgtu? 
karena saya tidak akan maksimal, tidak akan optimal, memberikan 
pembelaan kalo anda menyembunyikan informasi yang sebenarnya 
dari saya. Nanti kalo sampai di pengadilan, beda yang dipengadilan, 
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beda yang dikasih ke saya. Jadi kita ini seperti apa, kedok kita 
terbuka kalo sudah sampai di pengadilan. Pada saat konsultasi ke 
saya, semua yang baik-baik, yang menguntungkan dia, dia sebutkan, 
dan yang merugikan dia tidak mau sebutkan. Nanti lawan di 
pengadilan yang ungkap semuanya, bahwa dulu kita transaksi ini loh 
ada kwitansi. Jadi pembelaan kita tidak maksimal karena lawan 
punya bukti balik. Kalo ada klien yang seperti itu dari awal tidak 
terbuka, maka kita bisa mengundurkan diri. karena itu sebenarnya 
menyalahi prinsip-prinsip keterbukaan.  
Hakekatnya advokat sebagai penegak hukum haruslah mematuhi 
peraturan perundang-undangan yang berlaku, meskipun terdapat kode 
etik profesi. Dapat dimaklumi bahwa pengemban profesi yang memiliki 
kode etik profesi wajib selalu berada dalam kehidupan etik masyarakat 
yang ditentukan dalam sosio budaya masyarakat itu sendiri. Bahkan jika 
ditarik panjang lagi hukum atau perundang-undangan lainnya jika 
diperlukan hanya bersandar kepada yang memiliki wewenang dan tidak 
berorientasi pada masyarakatnya, maka hukum atau perundang-
undangan tersebut tidak mungkin akan tercapai.  
Sehingga dalam konteks tindak pidana pencucian uang yang 
keadaannya sudah sangat memprihatinkan kini diperlukan suatu 
penerobosan-penerobosan terhadap prinsip kerahasiaan profesi yang 
selama ini selalu menjadi celah bagi pelaku kriminal dalam melakukan 
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tindak pidana pencucian uang, karena tindak pidana tersebut sangat 
merugikan kepentingan masyarakat  sebagai bagian dari negara. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. KESIMPULAN 
1. Kewajiban advokat sebagai pihak pelapor dalam Peraturan 
Pemerintah No.43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam 
Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang 
meliputi prinsip mengenali pengguna jasa dan kewajiban 
penyampaian laporan transaksi keuangan mencurigakan kepada 
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang 
apabila tidak dilaksanakan akan mendapat sanksi administratif. 
2. Hubungan antara advokat sebagai pihak pelapor dalam tindak 
pidana pencucian uang dengan kewajiban menjaga kerahasiaan 
klien pada dasarnya tidak melanggar prinsip menjaga kerahasiaan 
klien. Karena kerahasiaan klien yang dimaksud dalam undang–
undang advokat dapat dikecualikan apabila ada undang-undang 
lain yang mengaturnya, yaitu Undang-Undang No.8 Tahun 2010 
tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana 
Pencucian Uang dan masuknya advokat sebagai pihak pelapor 
dalam Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 2015 tentang Pihak 
Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana 
Pencucian Uang merupakan perluasan dari undang-undang 
tersebut. 
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B. SARAN 
1. Seharusnya advokat sebagai penegak hukum, tanpa harus 
dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 2015 tentang 
Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak 
Pidana Pencucian Uang dapat ikut serta dalam upaya 
pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. 
Dan dengan telah dikeluarkannya Peraturan Kepala PPATK No.11 
Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi 
Keuangan Mencurigakan Bagi Profesi, maka advokat harus 
menjalankan ketentuan tersebut agar dapat terealisasikannya 
Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor 
dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian 
Uang dengan baik agar tercapai penegakan hukum yang 
maksimal dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak 
pidana pencucian uang. 
2. Advokat dan masyarakat harus lebih memahami mengenai 
kerahasian klien yang diatur dalam Undang-Undang No.18 Tahun 
2003 tentang Advokat, karena kerahasiaan klien bukanlah seuatu 
hal yang mutlak. Dan dengan adanya Peraturan Pemerintah No. 
43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan 
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, seyogyanga 
hanya untuk tercapainya penegakan hukum yang maksimal dalam 
kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).   
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